BAB 1V
PEMBAHASAN

Perubahan cara pengelolaan sumber daya air dari Waduk Jatiluhur yang dialirkan
melalui Kanal Tarum Barat adalah perubahan cara memerintah dari liberal
governmentality menuju  neoliberal governmentality. Perubahan ini  dilihat dari
melemahnya peran negara dalam mengelola sumberdaya air. Pelemahan ini dapat
ditengarai melalui program perbaikan pengelolaan sumberdaya 2ir di Kanal Tarum Barat
yang menggunakan bantuan asing bertajuk JCWRMIP. Semenjak dana asing masuk,
praktek pengelolaan air di Indonesia khususnya di Kamal Tarum Barat cenderung
didorong kearah komersialisi. Perubahan-perubahan yang (erjadi selama transisi dari
liberal governmentality menjadi neoliberaf governmentality membentuk jalinan jejaring

kuasa yang berkelindan dari tingkat multinasional hingga individual.

4.1 ~Intervensi Asing dan Peralihan Governmentality

Proses masuknya intervensi asing dalam kebijakan sumber daya air dimulai
melalui perubahan regulasi yang dimulai sejak adanya WATSAL (Water Resources
Sektor Structural Adjustment Loan) -WATSAL adalah pinjaman dari World Bank untuk
perbaikan kebijakan sektor sumber daya air di Indonesia yang ditandatangani pada April
1998,

Beberapa kebijakan yang dibuat menyangkut beberapa poin penting yang dimuat
dalam Term of Reference WATSAL’ yang antara lain : :
1. Mendirikan Dewan Air Nasional atau Badan Koordinasi (Pasal 14 poin (h) UU

7/2004 tentang Sumber Daya Air; PP 12/2008 tentar{g Dewan Sumber Daya Air).

1)

Perubahan kebijakan sumber-daya air nasional. Perlu disebarluaskan secara resmi,

peraturan dan instrumen administrasi yang dibutuhkan untuk implementasi

** Diterjemahkan dari Term of Reference. WATER SECTOR ADJUSTMENT LOAN (WATSAL)

SECTORAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, Sumber:
http //siteresources. worldbank org/INTRANETENVIRONMENT/Resources/244351-

118029397589 1/Water.pdf
69



kebijakan. (UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, PP 42/2008 Pengelolaan SDA,
PP 20/2006 tentang Irigasi, PerMenPU Nomor 31 /PRT/M/2007 tentang
Pedoman Mengenai Komisi Irigasi )

3. Reformasi lembaga pemerintah dan pendirian perusahaan pengelola DAS yang
mandiri secara keuangan (Permen PU No. 11A Tahun 2006 dan Permen PU No.22
Tahun 2006 tentang BBWS), bersamaan dengan penguatan partisipasi semua
pemangku kepentingan pada manajemen waduk dan sungai.

4. Membangun kerangka untuk mengurangi pencemaran sungai dan waduk oleh
industri dan sampah perkotaan (PP 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Air).

5. Membangun sistem informasi manajemen data sumberdaya air nasional. (PerMen
PU NO. 12/PRT/M/2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Wilayah Sungai) '

6. Menetapkan peraturan penggunaan air dan peraturan.penghentian pencemaran
untuk memfasilitasi alokasi air yang efisien; dan (UU 7/2004 tentang Sumber
Daya Air pasal 1 ayat (13,14 dan 15))

7. Pembentukan kerangka kelembagaan dan fiskal yang memungkinkan operasi dan
pengelolaan saluran irigasi sekunder dan tersier oleh asosiasi- pengguna air
independen. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ; 32 / PRT / M / 2007

Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)

Kebyjakan-kebijakan di atas mengarahkan kebijakan sumberdaya air dilepaskan
dari tanggung jawab pemerintah Peran pemerintah tidak lagi sentral namun hanya
menjadi fasilitator. Para pengguna air diberikan peluang untuk mengusahakan dan
memelihara sumberdaya air secara_mandiri. Jalan menuju privatisasi sumberdaya air
terbuka lebar melalui perubahan kebijakan yang disyaratkan dalam WATSAL.,

Perubahan kebijakan yang mendorong privatisasi dalam pengelolaan sumberdaya
air di Indonesia di mulai sejak WU 7/2004 tentang Sumberdaya Air diberlakukan.

Pemberlakuan kebijakan ini ditentang oleh berbagai pihak®®, sampai mengajukan judicial
o

* Pada Juli 2004, sebanyak 16 lembaga antara lain WALHI, PBHI, UPC, Federasi Serikat Petani
Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LP3M AL-AZHAR-Kediri dan Somasi NTB ity
mengajukan gugatan legal standing atas UU Sumberdaya Air yang disahkan pada 19 Februari 2004 ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Berita lebih fengkap dapat dilihat di
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review (uji maten')ﬂ ke Mahkamah Konstitusi. Keberatan atas UU 7/2004 karena undang-
undang tersebut memberikan hak penguasaan air pada badan usaha swasta dalam bentuk
hak guna usaha. Hal tersebut dianggap memberikan peluang untuk privatisasi air® yang
dianggap menyalahi semangat pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pihak penentang akhimya kalah dalam judicial
review tersebut, seluruh materi yang tertuang dalam UU diputuskan oleh hakim tidak
bertentangan dengan UUD 1945,

Walaupun dalam pasal per pasal tidak menggunakan kata “privatisasi”, namun
jelas pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air menunjukkan
adanya agenda privatisasi. Privatisasi_atas penyediaan air minum, pengelolaan
sumberdaya air dan irigasi pertanian dimungkinkan oleh UU Sumberdaya Air ini,
sebagaimana dinyatakan pada pasal 40, pasal 41, danpasal 45. Pasal 40 menyatakan
swasta dapat berperan dalam penyelenggaran sistem air minum. * Koperasi, badan usaha
swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaran pengembangan
sistem air minym,”

Pasal 41 memungkinkan pelibatan swasta atau pihak lain selain pemerintah dan
perkumpulan petani dalam hal pengelolaan air baku untuk irgasi. Atas air
yang dikelolanya, swasta berhak untuk memungut biaya, sebagaimana disebutkan
dalam pasal 80 ayat (6) “ pengelola sumber daya air berhak atas hasil
penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumberdaya air ...~
Pertanian akan menjadi mahal oleh karena mendapatkan air akan membutuhkan
biaya lebih ‘besar. Petani yang mendapatkan air “dari pengelola swasta akan
membayar biaya - pengelolaan - air, Beban _ini menjadi  bertambah besar oleh

karena menurut UU Sumberdaya Air ini (pasal 41 ayat 3) maka pembangunan dan

http://www hukumonline com/benta/baca/hol10630/belasan-organisasi-ajukan-ijudicial-reviewi-uu-
sumber-daya-air dan http://www kapanlagi com/mewp/h/0000073233 himl

"< Judicial Review” (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan
dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif di
hadapan konstitusi yang berlaku Definisi diperoleh dari makalah Mekanisme Judicial Review oleh Dian
Rositawati, S.H yang disampaikan dalam Kursus FIAM untuk Pengacara X Tahun 2005 (ELSAM). Diakses
dan htip//www elsam.or.id/pd{/kursusham/Mekanisme_Judicial_review pdf.

* UU No 7/2004 tentang SDA sebagaimana dinyatakan pada Pasal 40, 41, dan Pasal 45 telah mendorong
meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara
dalam sektor ini.
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pemeliharaan irigasi tersier menjadi tanggungan petani dan tidak lagi disubsidi oleh
Pemerintah.

Dampak dari pemberlakuan UU 7/2004 dapat dilihat dalam pengelolaan Waduk
Jatiluhur dan Kanal Tarum Barat (Sungai Citarum). Keduanya merupakan rangkaian
sumber air yang memiliki pengaruh besar di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Di
wilayah Jawa Barat air dari Waduk Jatiluhur yang dialirkan melalui Kanal Tarum Barat
merupakan pemasok air irigasi utama bagi pertanian dan industri. Sedangkan untuk DKI
Jakarta air dari Kanal Tarum Barat menjadi sumber air baku sebelum diolah menjadi air
bersih untuk kebutuhan 40 % warganya. Kedua sumber air inilah menjadi lahan
kontestasi pertarungan kuasa baik dari tingkat pusat hingga ke petani pengguna air.
Pengaruh dari perubahan cara pemerintahan mewarnai pengelolaan sumber air ini.

Perubahan yang terjadi-pada_pengelolaan sumber. air ini terjadi secara paralel.
Dimulai dari perubahan’ institusi pengelola, diantaranya. Parubahan internal di PJT II
selaku pengelola ‘Waduk Jatiluhur. Perubahan fisik waduk yang menimbulkan ada
lembaga SKP TPA. Perubahan sistem pemerintahan daerah pasca otonomi. Dan,
berdirinya lembaga pengelola sungai BBWS Citarum, Hingga pelaksanaan program
ICWRMIP yang dibiayai oleh asing.

Perubahan dalam intemal PJT [T yang memberikan kewenangan untuk
memperoleh keuntungan menjadikan perubahan kebijakan atas alokasi air. Sektor
komersial yang memberikan keuntungan pada PJT Il lebih diutamakan dibandingkan
pengairan untuk irigasi. Kondisi ini juga didorong oleh kepentingan daerah untuk
menarik retribusi dan pajak air pada PJT II pasca diberlakukannya otonomi daerah®.
Selain itu perubahan guna lahan yang terjadi di kawasan/pertanian yang beririgasi teknis
mempengaruhi pasokan air bag& lahan pertanian yang alirannya berada di belakang.

Proses penyusunan SK Gubernur yang menjadi dasar bagi pengalokasian air dari
Waduk Jatiluhur untuk irigasi; berjalan timpang, Permohenan dari P3A tingkat desa,
kabupaten/kota hingga bupati tidak berlangsung sama di semua daerah. Di beberapa desa
kondisi organisasi P3A timpang dengan yang lainnya. Koordinasi berikutnya pun sering
mengalami kendala. Akibatnya seringkali perhitungan kebutuhan air vang seharusnya

diperhitungkan oleh petani sendiri melalui mekanisme tersebut tidak berjalan. Selain itu,

* Lihat BAB III sub bab Otonomi Daerah tentang permintaaan daerah untuk PBB dan Pajak Air.
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P3A hanya terlibat dalam panitia irigasi tingkat kecamatan. Akhimya kebutuhan air
hanya diprediksikan oleh pihak Dinas PSDA Kabupaten/Kota dan dilanjutkan ke Dinas
PSDA Provinsi. Setelah dijumlahkan oleh Dinas PSDA Provinsi disusun menjadi
rancangan SK Gubernur yang kemudian dikonsultasikan dengan PJT IT dan disesuaikan
dengan kondisi ketersedian air sesuai data yang ada.

Persaingan dalam mendapatkan air setelah dialirkan terjadi di tingkat petani
pengguna air. Kasus yang terjadi di daerah antara lain: terjadi penjebolan saluran oleh
petani dan oleh peternak bebek. Pada kasus yang lain petani mendesak ulu-ulu (petugas
penjaga pintu air) untuk membuka pintu air diluar jadwal. Selain itu pada FGD yang
dilakukan di Kabupaten Bekasi ditemukan fakta petani menjual sawahnya karena air
irigasi terhambat oleh pembangunan perumahan oleh pengembang. Juga terdapat kasus
pemilik lahan yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, seperti kadus/ lurah bisa
mendapatkan pasokan air lebih mudah dibandingkan dengan petani yang tidak memiliki

akses kekuasaan,

4.2  Berlangsungnya Praktek Kuasa

Untuk mengetahui bagaimana praktek kekuasaan berlangsung dalam alokasi air di

Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

4.2.1 Kajian Dasar Hukum Lembaga Pengelolaan Air Waduk Jatiluhur dan Saluran
Kanal Tarum Barat

Lembaga pengelola Waduk Jatiluhur utama dalam penelitian ini adalah PJT II dan
Saluran Kanal Tarum Barat adalah BBWS Citarum. Keduanya adalah institusi
pemerintah dengan tugas dan"fungsinya masing-masing yang diatur oleh Peraturan
Pemerintah. PJT II diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan BBWS Citarum diatur
dalam Peraturan Menteri. Pendelegasian kekuasaan dari ncgara pada dua lembaga ini
adalah bagian dari institusionalisasi untuk -menstrukiurkan tindakan atas pengelolaan
sumberdaya. Pengelolaan sumberdaya ini adalah bentuk pengendalian populasi, praktek

pemerintahan negara modern dalam perspektif Foucauldian.
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Lembaga pengelola air yang ada sejak dibangunnya waduk Waduk Jatiluhur adalah PJT
I1. Perjalanan sejarah PJT 11, ditilik dari terbitnya peraturan, adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan Negara (PN) Jatiluhur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 1967
b. Perum "Otorita Jatiluhur" (1970- 1998) berdasarkan PP No. 20 Tahun 1970 yang
telah diubah dengan PP No.35 Tahun 1980 dan kemudian disesuaikan dengan PP
no. 42 Tahun 1990
¢. Perum Jasa Tirta IT (1998) PP No. 13 Tahun 1998, maka POJ diubah dan
disesuaikan dengan nama Perum Jasa Tirta IT (PJT II) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 tahun 1999,

Saat ini PJT [I memegang peranan sebagai operaior, dalam pengelolaan Waduk
Jatiluhur. Sebagai operator wewenang dari PJT adalah mengatur alokasi air yang keluar
dari Waduk Jatiluhur. PJT IT adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh negara untuk
mengelola air yang bersumber dari Waduk Jatiluhur. Pada awalnya dibentuk untuk
alokasi air terutama penggunaan irigasi dan kemudian sciring waktu kebutuhan akan air
berkembang dan menjadi sumber pendapatan negara

Perubahan cara pengelolaan air yang terjadi pada PJT II dapat dilihat sebagai
perubahan dari welfare state® menuju laissez—faire™. Welfare state adalah sistem sosial
yang didasarkan pada asumsi kebijakan utama politik negara adalah untuk kesejahteraan
sosial warganya. Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar negara menunjukkan secara
jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang dibangun dengan tujuan kesejahteraan
warganya. Sedangkan pada sistem Jaissez-fuire adalah doktrin yang menentang campur
tangan pen{crintah di bidang perekonomian di luarurusan minimal yang diperlukan untuk
menjaga stabilitas dan hak milik. Sistem ini menjadikan sumberdaya air menjadi barang

ekonomi yang diserahkan pada pendekatan proksi mekanisme pasar melalui Jull cost

% a social system based on the assumption by a political state of primary responsibility for the individual
and social welfare of its citizens (http//www.merriam-webster. com/dictionary/welfare%20state diakses
12/02/2011).

*! a doctrine opposing govemmental interference in economic affairs beyond the minimum necessary for
the maintenance of peace and property rights (http JIwww. merriam-webster.com/dictionary/laissez-
faire?show=0&t=1297494599 diakses 12/02/2011).
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recovery dan opportunity cost®”. Konsep welfare siate berubah menjadi /aissez-faire,
peran negara bergeser, dan mengubah pola pengelolaan air. Dari tujuan pemerintahan di
mana negara memainkan peran penting dalam perlindungan ekonomi dan kesejahteraan
sosial warganya dalam hal ini melalui penyediaan sumberdaya air. Berubah menjadi
berkurangnya kontrol negara atas aktivitas ckonomi.

Perubahan pola sesuai keberadaan PJT 1T sebagai BUMN, yang diharapkan untuk
memperoleh keuntungan sebagai pendapatan negara sesuai dengan UU 19/2003 tentang
BUMN®. Peraturan ini senada dengan persyaratan yang diajukan dalam WATSAL®,
yang menginginkan adanya perusahaan pengelola air yang independen secara keuangan.
PJT II berubah menjadi lebih bertujuan komersial dibandingkan pelayanan.

Dominast PIT Il dalam pengaturan sumberdaya air Waduk Jatiluhur diperoleh
melalui kemampuan teknis pengelolaan. Dari hasil wawancara dengan peneliti PUSAIR
diketahui bahwa PJT I lah yang memiliki data dan catatan teknis lengkap untuk
pengelolaan air Waduk Jatiluhur. Selain itu divisi-divisi yang berada dibawah manajemen
telah lama bekerja mengurus irigasi dan kebutuhan air lainnya.

Dalam /praktek alokasi air dari Waduk Jatiluhur, PJT 11 telah menerapakan
biopower.Penggunaan pendekatan yang. logis, teknologi dan kepakaran sebagai alat
untuk menciptakan pemerintahan mandiri pada individu dilakukan oleh lembaga ini.
Proses pengesahan SK Gubernur mengenail musim tanam yang pertimbangan akhirnya
mengacu pada PJT I, penyediaan air baku untuk Palyja dan Aetra di Jakarta yang
disesuaikan dengan kapasitas penyaluran oleh PJT II dan; Pembentukan SKP TPA

2 Seperti prinsip yang dianut lembaga donor internasional ADB “‘Vater must be utilized by those who
render the most economic advantage™ atau “air seharusnya digunakan oleh mereka vang memberikan
keuntungan ekonomis lebih besar “ (ADB, 2001).

 Dalam U U 19/2003 tentang BUMN, discbutkan pada pasal 2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN poin
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan
negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan.

* Dimuat dalam WATER RESOURCES SECTOR ADJUSTMENT LOAN WATSAL, OCTOBER 2001
SUPERVISION MISSION issued NOVEMBER 6, 2001

Objective 2: Improving the Organizational and Administrative Framework for River Basin Management
Sub-Objective

2.2. Develop Sustainable Corporate Framework for Management of Strategic River Basins

a. Establish the organizational, financial and management framework for self-financing river basin water
management corporations compatible with regional autonomy legislation.

b. Strengthen arrangements for corporate financing from bulk water supply service fees and wastewater
discharge fees

¢. Revise legal basis for PJT Brantas and Perum Otorita Jatiluhur (since 2000: PJT 11) to strengthen
financial management and provincial role and functions in governance of the corporations.
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menggunakan SK Direksi PJT IT menunjukkan bahwa PJT IT memiliki kemampuan dalam
melakukan pendekatan yang logis, teknologi dan kepakaran dalam mengelola

sumberdaya air.

BBWS Citarum

BBWS Citarum dibentuk berdasarkan Permen PU No.11A Tahun 2006, vang
menyatakan Wilayah Sungai Citarum sebagai wilayah sungai lintas provinsi (Cidanau-
Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum sungai lintas Provinsi Banten-DKI
Jakarta-Jawa Barat) yang kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat;
Permen PU No.12 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBWS dan Peraturan
Menter Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/AM/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Balai Wilayah Sungai. kemudian Permen PU-No.26 Tahun 2006 merevisi dua
Permen sebelumnya yang menggolongkan BBWS Citarum sebagai Wilayah Sungai Tipe
A. Berarti Sungai Citarum dikategorikan sebagai sungai strategis dengan nilai ekonomi
tinggi,

BBWS Citarum berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air Departemen PU. Pembentukan BBWS didasarkan pada pertimbangan pemerintah
pusat dalam mengelola Daerah Aliran Sungai strategis yang | lintas wilayah.
Pengambilalihan sungai strategis olch pemerintah pusat ini dilatarbelakangi alasan
pengelolaan sungai yang tak bisa dilakukan sepotong-sepotong karena berada dalam satu
sistem dari hulu sampai hilir saling berkaitan. Peran BBWS Citarum adalah sebagai
regulator. Sebagai regulator peran dari BBWS utamanya adalah manajemen infrastuktur
sungai, terutama saluran primer yang menjadi tanggung jawabnya sebagai perwakilan
dari pemerintah pusat.

Pasca masuknya bantuan asing dari ADB untuk perbaikan pengelolaan sumber
daya air di Wilayah Sungai Citarum (ICWRMIP). BBWS memperoleh kewenangan
sebagai penanggung jawab proyek®’. Kewenangan baru ini memberikan kekuasaan yang
luas karena proyek-proyek yang ada di hulu sampai pada hilir Sungai Citarum dikelola

oleh BBWS.

% Koordinasi Program dilakukan oleh Bappenas, sedangkan lembaga pelaksana kegiatan dikordinasikan
oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum.
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Sebelum adanya proyek ICWRMIP yang didanai oleh ADB, BBWS Citarum
sebagai lembaga baru belum bisa melaksanakan fungsinya sesuai yang diamanatkan
dalam peraturan sebagai dasar berdirinya. Alasannya adalah lembaga-lembaga lain
seperti Dinas PSDA Provinsi dan daerah memiliki teknologi dan pengalaman (kepakaran)
yang lebih teruji dalam praktek pengelolaan air. Jadi, secara kewenangan BBWS

memiliki kekuasaan namun lemah dalam prakteknya.

4.2.2 Srrategi Kuasa yang diprakiekkan dalam pengalokasian air

Strategi kuasa yang dijalankan dalam praktek pengalokasian air menunjukkan bahwa
governmentality yang menggunakan strategi lama seperti sovereion power dan
disciplinary power sampai yang mutakhir seperti hiopower, biopolitik dan anotomo
politik dilakukan oleh negara-dan oleh lembaga donor multinasional.

Negara menjalankan biopower dalam melaksanakan alokasi air melalui
pembentukan institusi dengan peraturan (sebagai bentuk = pengetahuan) yang
memungkinkan populasi didalamnya menjadi subjek yang perilakunya terdisiplinkan.
Dalam praktek kuasa ini, institusi merupakan pendelegasian kekuasaan dari negara.
Didalam institusi subjek kekuasaan didisiplinkan dengan peraturan, namun sekaligus
dengan menaati aturan-aturan tersebut mereka menjadi berdaya. Institusionalisasi
tersebut menciptakan peran diantaranva: regulator, operator dan pengguna.

Regulator adalah BBWS Citarum. Operator adalah PJT II dan pengguna adalah
P3A, Industri dan PAM Daerah. Khusus untuk pengguna irigasi mekanisme alokasi air
dilakukan difasilitasi oleh SK Gubernur melalui mekanisme pengajuan dari kumpulan
institusi berjenjang dalam. kepanitian irigasi, mulai dari kecamatan, kabupaten/kota
sampai ke Propinsi. Bentuk pemberdayaan dari kekuasaan yang kapilaristik terlihat jelas
pada pengguna irigasi. Pengguna air melalm Panitia Irigasi dapat mengusulkan
kebutuhan air bagi sawahnya, Praktek ini menunjukkan bahwa pengguna air
diinstitusionalisasikan melalui kepanitian air, kemudian didalamnya mereka diikat aturan
sekaligus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengalokasian air.

Dalam praktek alokasi air dari Waduk Jatiluhur, praktek kuasa alokasi air
mengalirkan air ke pengguna eksekusinya dijalankan oleh PJT 11 sebagai operator. Dalam

melaksanakan alokasi tersebut sebelumnya PIT II harus melakukan koordinasi dengan
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pengelola waduk lain dalam mengatur debut air yang tersedia sebelum disalurkan ke
pengguna. Cara pembentukan SKP TPA dengan dasar SK Direksi PJT 1T menunjukkan
biopower yang digunakan oleh PJT II dalam mengelola air di Waduk Jatiluhur.

Kemudian dalam penyaluran air kepada pengguna dengan mekanisme
penyusunan SK Gubernur Jawa Barat untuk musim tanam, membutuhkan persetujuan
dari PJT 11. Demikian juga dengan kontrak penvedian air baku dengan dua mitra PAM
Jaya, Palyja dan Aetra melalui Kanal Tarum Barat. Air yang sampai ke instalasi
pengolahan air kedua perusahaan tersebut seringkali tidak memenuhi target dalam
kontrak. Namun, dalam kontrak tersebut tidak ada penalti (hukuman) yang diberikan
kepada PJT II. Praktek pengalokasian air ini menunjukkan keberhasilan strategi kuasa
negara melalui pendelegasian kuasa dalam institusi-institusi untuk pengelolaan air dari
Waduk Jatiluhur.

Pasca masuknya itervensi asing dalam pengelolaan DAS Citarum dengan
ICWRMIP. Strategi kuasa yang dipakai_pun menggunakan cara-cara yang rasional,
meneruskan apa yang sudah- berlangsung sebelumnya. Intervensi melalui utang luar
negeri ini_ menunjukkan pergeseran konsep governmentality  dari liberal yang
dikendalikan negara menjadi neoliberal yang dipengaruhi oleh lembaga donor
internasional. Masuknya kepentingan lembaga donor internasional tersebut tetap melalui
tangan negara. Pada neoliberal governmentality pendelegasian kekuasaan melaui
institusionalisasi dilakukan dengan memperkuat posisi BBWS Citarum yang ditunjuk
sebagai penanggung jawab proyek.

Untuk program-program vang dijalankan semua sudah disiapkan oleh konsultan
yang ditunjuk oleh ADB:selaku pemberi utang. Selain itu dibapgun sebuah pusat
informasi dalam bentuk website yang menyediakan informasi mengenai seluruh proyek

ICWRMIP. Alamat website tersebut adalah www.citarum.org. Semua program beserta

contoh pelaksanaan sampai pada komentar para penerima manfaat dimuat dan terus
diperbaharui. Cara ini adalah bentuk dari biopolitik untuk menciptakan kewenangan
dengan memperoleh rasionalitas kepakaran yang diwujudkan dalam kemampuan
menyediakan informasi.

Program yang pertama yang sedang dilaksanakan adalah pembuatan saluran

siphon dari Bekasi menuju instalasi pengolahan air Palyja dan Aetra. Praktek kuasa imi
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menunjukkan kuatnya kecenderungan komersialisasi air yang didukung oleh lembaga
donor. Kepentingan mereka untuk mengamankan investasinya, dipraktekkan dengan
program pembangunan siphon ini Dengan demikian dua program mereka dapat
berlangsung. [CWRMIP sekaligus menjamin keberlangsungan pasokan air baku ke DKI
Jakarta.

Khusus untuk irigasi ICWRMIP menjalankan program yang disebut dengan SRI
(System Rice Intensification). Rasionalitas yang dibangun dalam program ini adalah “padi
adalah tanaman yang membutuhkan air, namun tak hidup dalam air®®, tujuannya adalah
untuk melakukan penghematan pasokan air irigasi. Website citarum.org juga
mengunggah artikel mengenai keberhasilan program SRI ini di Desa Girimukti. Cerita
keberhasilan penerapan dan keuntungan vang diperoleh petam diungkapkan. Cara ini
membentuk rasionalitas yang kuat untak menciptakan technology of the self, dimana
kekuasaan menginternalisasi subjek. Dari sini juga dapat diperoleh kesan bahwa
kekuasaan tidak hanya menindas namun sekaligus memberdayakan. Petani pengguna air
dipaksa untuk menggunakan air yang terbatas, namun sekaligus diberikan cara untuk

memaksimalkan penggunaan air dalam mengelola sawah dengan teknik SR1.

4.2.3  Resistensi yang berlangsung dalam praktek kuasa

Dalam praktek kekuasaan resistansi selalu terjadi.
Resistensi yang dihadapi oleh PJT II terjadi antara lain adalah:

1. Penggunaan waduk untuk keramba jaring apung,
Penggunaan waduk untuk jaring apung menjadi masalah tersendiri bagi PJT II
selaku pengelola waduk. Sebenarnya, Keramba jaring apung merupakan salah
satu bentuk usaha kemanfaatan umum Jasa Tirta II.iDengan membavar Rp.
1000,00/ petak keramba, petani ikan sudah dapat memanfaatkan waduk tersebut
untuk usahanya. Kini jumlah keramba jaring apung yang berada di Waduk

Jatiluhur kini mencapai 19575 petak jauh diluar kapasitas yang diperkirakan

* Terkait dengan virtual water. Definisi virtual water adalah: An economic concept used 1o describe the
volume of water required to produce food and or manufacture objects. Air yang digunakan untuk produksi
makanan dan atau produk manufaktur lainnya diperhitungkan secara ekonomis. Dalam kasus SRI (System
Rice Intensification) air dihemat karena akan mengurangi biaya ekonomi untuk penggunaannya.
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2589 petak®’. Masalah yang dihadapi adalah kapasitas jaring apung
mengakibatkan menurunnya kualitas air waduk serta mempercepat korosi dan
pelapukan PLTA.
Pihak PJT II kesulitan untuk menertibkan keramba jaring apung ini karena
kepemilikan keramba oleh orang-orang kuat (pejabat)ﬁs. Permasalahan 1ni
berpotensi mengurangi pendapatan PJT 11 untukpenjualan listrik ke PLN. Selain
itu banyaknya keramba jaring apung, menurunkan kualitas air. Akibatnya, PAM
Jaya dan PAM Kerawang Bekasi harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk
mengolah air baku yang mereka peroleh dari Waduk Jatiluhur.

2. Penjebolan saluran irigasi
Penjebolan saluran dilakukan warga dengan menggunakan peralon untuk dialirkan
ke daerahnya sendiri;-sehingga daerah lain-menjadi kekurangan air, seperti yang
terjadi di Kecamatan Karang Bahagia dan Sukatani’®. Selain membobol saluran,
ada juga warga yang mengambil air dari saluran demgan cara menyedot
menggunakan pompa air. Kejadian ini berlangsung karena dua alasan yaitu:
pasokan air dianggap oleh petani tidak mencukupi dan adanya petani yang tidak
mengikuti jadwal musim tanam yang sudah ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa
Barat.
Modus lain penjebolan saluran dilakukan oleh tukang traktor dan peternak bebek.
Tukang traktor biasanya memperoleh order dari petani atau peternak bebek yang
membutuhkan pasokan air. Resistensi semacam ini tidak terjangkau oleh
rasionalitas  yang ~ dibangun melalu1  biopower/biopolitik vang diterapkan
manajemen PJT IL

3. Permintaan dacrah untuk'bagi hasil keuntungan
Permintaan Pemkab Purwakarta untuk bagi hasil keuniungan atas pengelolaan
sumberdaya air di Waduk Jatiluhur yang menjadi bagian wilayahnya. Pemerintah
Kabupaten Purwakarta menerapkan pajak-daerah pada PJT IT selaku pengelola.
Pasca pemberlakuan otonomi daerah (saat itu masth menggunakan UU 24/1999),

kewajiban PJT II kepada Kabupaten Purwakarta adalah berupa pajak dari

“ Tesis Astrid Ekaningdyah, 2009.
68 oo

ibid
“ Tesis Rusmadi, 2010.
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pembayaran PBB Waduk Jatiluhur seluas 8300 m2, pajak pariwisata dan pajak
air (Perda No. 6 tahun 2001 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air
pemukaan). Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk resistensi dari pemerintah daerah
terhadap dominasi kuasa atas pengelolaan waduk Jatiluhur oleh PJT IL

Dominasi kuasa baru atas pengelolaan Kanal Tarum Barat melalui program
ICWRMIP juga memperoleh resistensi keras dari ARUM (Aliansi Rakyat Untuk
Citarum). ARUM mengkritisi draft dokumen Rencana Penggusuran yang dirilis oleh
ADB 14 Agustus 2008, dan menilai sctidaknya terdapat tiga isu yang melanggar
kebijakan ADB, yaitu: 1. Lingkup orang yang terkena dampak, 2. Lemahnya partisipasi

masyarakat, dan 3. Kompensasi yang tidak memadai’’.

Keberatan ARUM terutama dilandasi pada penanganan masalah di Sungai
Citarum vang tidak dimulai dari hulu, tetapi malah mendahulukan perbaikan saluran di
bagian hilir (siphon Bekasi) menunjukkan kecenderungan ICWRMIP hanya proyek untuk
mendukung privatisasi air. Dengan mendahulukan kepentingan pasokan air baku di
Jakarta. Resistensi ARUM ini dilakukan dengan menerbitkan informasi tandingan di

media massa dan internet, melawan dominasi ICWRMIP dengan pusat informasinya

www.cltarum.org,

4.2.4  Governmeniality Sumber Daya Air Kanal Tarum Barat

Governmentality yang berlangsung pada sumberdava air di Kanal Tarum Barat
berlangsung ‘dalam dua fase, dari liberal governmentality hingga pada neoliberal
governmentality. Liberal Governmentality berlangsung selamas pengelolaannya masih
dikendalikan olch |negara..dengan membentuk _institusi-institusi yang diberikan
pendelegasian kuasa. Air sebagai bagian dari-kontrol dari populasi dikendalikan oleh
institusi yang dibentuk negara. Pembentukan PJT II sebagai BUMN yang mengelola air
dari Waduk Jatiluhur; BBWS Citarum yang mengelola aliran sungai yang menuju dan

keluar dari Waduk Jatiluhur, Gubernur Jawa Barat dengan kewenangannya untuk

™ Press Release ARUM Jakarta, 13 Mei 2009
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memberikan dasar hukum bagi pembagian air untuk irigasi dari Waduk Jatiluhur; dan
Panitia Trigasi yang mengusulkan kebutuhan air untuk petani. Institusi-institusi ini adalah
bentuk dari biopower dari negara menciptakan kuasa yang kapilaristik, dimana kekuasaan
terinternalisasi sampai pada tingkat individu untuk mengelola air.

Fase neoliberal governmentality dimulai ketika pengaruh dari lembaga donor
mulai mengintervensi peran negara dalam pengelolaan sumberdaya air. Hal im terkait
dengan perubahan paradigma negara dan welfare state menjadi laisez faire. Perubahan
paradigma ini terkait dengan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam.
neoliberal governmentality ditandai dengan privatisasi sektor sumberdaya alam dan
masuknya intervensi asing melalui lembaga donor internasional.

Privatisasi yang berlangsung dalam pengelolaan sumberdaya air di mulai dengan
perubahan dasar hukum (UU-Ne.7 Tahun. 2004 tentang Sumberdaya Air) , yang
merupakan bentuk wacana pengetahuan/ kekuasaan atas sumberdaya air. Intervensi asing
masuk melalui utang luar negeri yang ditujukan pada perbaikan pengelolaan sumberdaya
air (ICWRMIP). 'Syarat dalam™ pemberian bantuan_ini adalah dengan mendorong
pengelolaan sumberdaya - air dengan pendekatan efisiensi ekonomi. Dampaknya
pengelolaan sumberdaya air lebih diprioritaskan pada kepentingan yang memiliki nilai
komersial.

Neoliberal governmentality dalam pengelolaan sumberdaya air di Kanal Tarum
Barat dalam praktek kekuasaannya masih menggunakan peran negara. Institusi bentukan
negara yang telah mengelola sumberdaya air pada dipertahankan. Institusi sebagai
pelaksanaan dari hiopower yang menginternalisasikan kekuasaan sampai pada tingkat
individu tetap. digunakan:. Pendelegasian™ peran pada /institusi yang lebih rendah
ditingkatkan untuk. mengurangi- ketergantungan .dan inefisiensi spada penggunaan
sumberdaya air. Pendelegasian peran ini termasuk dalam pembinaan kelompok petani
pengguna air untuk mengelola saluran tersier dan mengkampanyekan teknik penanaman

padi SRI (System Rice Intensification) yang menggunakan sedikit atr.
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